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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis 

alokasi belanja daerah fungsi pendidikan dalam APBD Provinsi NTT 

berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2009 

yang menetapkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam 

APBD minimal 20% dari total belanja daerah, dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Pada tahun 2015, alokasi anggaran belanja daerah fungsi pendidikan 

pada belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung yang 

menunjukan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 

belanja daerah fungsi pendidikan berorientasi pada program dan 

kegiatan. Pada tahun 2015 implemetasi alokasi anggaran belanja daerah 

fungsi pendidikan dalam APBD Provinsi NTT hanya sebesar 1,84% dari 

total belanja daerah Provinsi NTT. Hal ini menunjukan bahwa pada 

tahun 2015 pemerintah daerah Provinsi NTT belum mengalokasikan 

anggaran belanja daerah fungsi pendidikan sesuai peraturan yang 

berlaku, bahkan persentasenya sangat kecil dalam anggaran belanja 

daerah.   

2. Pada tahun 2016, alokasi anggaran belanja daerah fungsi pendidikan 

pada belanja langsung juga lebih besar dari belanja tidak langsung yang 

menunjukan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 

belanja daerah fungsi pendidikan berorientasi pada program dan 

kegiatan. Pada tahun 2016 implemetasi alokasi anggaran belanja daerah 
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fungsi pendidikan dalam APBD Provinsi NTT menurun menjadi 1,62% 

dari total belanja daerah Provinsi NTT. Hal ini menunjukan bahwa 

implementasi alokasi anggaran belanja daerah fungsi pendidikan dalam 

APBD Provinsi NTT tahun 2016 masih belum sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

3.  Pada tahun 2017 alokasi anggaran belanja daerah fungsi pendidikan 

dalam APBD Provinsi NTT meningkat signifikan menjadi 22,84%. Hal 

ini menunjukan bahwa pada tahun 2017 pemerintah daerah Provinsi 

NTT telah mengalokasikan anggaran belanja daerah fungsi pendidikan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni diatas 20%. Peningkatan 

signifikan ini salah satu penyebabnya adalah adanya pengalihan 

kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB dari 

kabupaten/kota ke provinsi per Januari 2017. Persentase alokasi 

anggaran belanja daerah sebesar 22,84% pada tahun 2017 berorientasi 

ke sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dari  alokasi untuk belanja 

tidak langsung yang mana terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS 

lebih besar dari belanja langsung. 

6.2 Saran 

  Untuk peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi NTT, 

pemerintah daerah Provinsi NTT harus tetap mengalokasikan anggaran belanja 

daerah fungsi pendidikan sesuai standar peraturan yang berlaku, bahkan 

diharapkan alokasi anggaran belanja daerah fungsi pendidikan di tingkatkan, 

sehingga dengan dana pendidikan yang tersedia tidak hanya berorientasi pada 

belanja tidak langsung yakni belanja gaji dan tunjangan PNS tetapi juga 

dimaksimalkan  untuk membiayai belanja langsung seperti pengadaan fasilitas 
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pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan seperti merenovasi ruang kelas 

sekolah yang rusak dan dapat membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan 

di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

Provinsi NTT. 
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